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PRAKATA 


Buku sebelumnya, yang diterbitkan tahun 2010, berjudul OTONOMI 
DAERAH, ETNONASIONALISME, DAN MASA DEPAN INDONESIA. 
Buku itu berisi konsep-konsep pikiran tentang otonomi daerah yang ditulis 
oleh mahasiswa S2 Program Studi Antropologi Sosial Unversitas Negeri Medan, 
berserta editor, dan saya sendiri sebagai Guru Besar pengampu mata kuliah itu. 


Buku yang ada di tangan pembaca saat ini adalah kelanjutan dari 
buku terdahulu. Isi buku ini tentunya lebih dari buku sebelumnya, bukan 
hanya mengajukan konsep-konsep otonomi daerah an-sich, melainkan sudah 
mengandung deskripsi dampak atau akibat-akibat yang terjadi di daerah-daerah 
Indonesia sebagai buah dari pelaksanaan otonomi daerah. Ketika menyajikan 
dampak-dampak yang terjadi itu, para penulis juga menyampaikan saran solusi 
untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. 

Para penulis kali ini juga mahasiswa Pascasarjana (S2) Program Studi 
Antropologi Sosial Universitas Negeri Medan (UNIMED), yang telah selesai 
kuliah, dan sekarang ini sedang melakukan penelitian untuk tesis. Mereka 
adalah Iswan Kaputra, Armansyah Matondang, Amrin Banjarnahor, Feri 
Nofirman Tanjung, dan Alim Muda Dalimunthe. Seperti biasa sebagai dosen 
sekaligus editor buku ini, saya turut juga menulis satu bab. Sebenarnya ada 
delapan penulis yang setuju ikut menyumbangkan tulisan. Namun, berhubung 
satu dan lain hal, tiga orang mahasiswa tidak dapat menyumbangkan konsep- 
konsep pikirannya dan temuan-temuannya di lapangan. 

Sebagaimana buku terdahulu, judul buku ini sama dengan mata kuliah 
yang mahasiswa terima dalam perkuliahan. Dengan demikian, konsep-konsep 
pikiran mereka telah dibicarakan sebelumnya di dalam kelas. Mata kuliah 
tersebut ialah Dampak Otonomi Daerah. Kami hanya menambahkan kata-kata 
“di Indonesia” dalam judul buku. 

Tujuan kami menyampaikan pikiran-pikiran dampak otonomi ini ialah 
dalam rangka memberi pertimbangan kepada daerah-daerah yang berkeinginan 
melepaskan diri dari induknya dengan istilah popular, “pemekaran”. Dengan 
begitu, mereka dan pihak-pihak, yang berkeinginan memekarkan wilayahnya, 
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PRAKATA 


dapat melihat akibat-akibat negatif dari otonomi itu. Buku ini tidak melulu 
mengangkat deskripsi dampak negatif, melaikan juga dampak positif. Namun, 
pembaca jangan terkejut jika membaca banyak pendapat dan kenyataan yang 
menonjol justru yang dampak negatif. Maksud para penulis adalah positif, 
yaitu agar para pemimpin-pemimpin di daerah otonomi yang baru itu, jangan 
terjebak jatuh kepada kesalahan dan kegagalan seperti yang dialami oleh daerah 
otonomi yang telah lebih dulu dimekarkan. Seperti dikatakan pepatah, daerah 
yang baru jangan terjatuh “ke lubang yang sama”, sebagaimana yang dialami 
oleh “kakak kelas otonomi” terdahulu. Diharapkan, daerah otonomi yang 
muncul belakangan belajar dari pengalaman daerah otonomi yang muncul 
sebelumnya. Jadi, risiko dan berbagai kerugian dapat dihindari. 

Idealisme yang menjadi dasar mahasiswa menulis buku ini adalah dalam 
rangka penerapan pengetahuan kelas, pengetahuan Jiterature. Dari kajian 
kelas dan penulisan buku, akan terbangun suatu kemampuan membuat suatu 
summary analysis bagi para mahasiswa. Bentuknya tentu sesuai dengan harapan 
mahasiswa dan ketentuan yang berlaku pada setiap program studi maupun 
universitas. Sudah beberapa kali kami coba terapkan untuk membangun 
kebiasaan academic writing, tapi dari dua kelas terdahulu yang kami laksanakan 
dialami kegagalan. Penyebabnya kemungkinan berada di tangan kami sebagai 
dosen pengampu mata kuliah, atau tugas penulisan tidak sesuai dengan mata 
kuliah, sehingga mahasiswa menjadi lelah mencari dukungan teori pemikiran 
dan analisis. Selain itu, tuntutan kami sebagai pengajar dan penanggung jawab 
mata kuliah mungkin terlalu tinggi. Akibatnya, mereka mengalami kesulitan 
untuk menghasilkan satu tulisan ilmiah dalam tempo enam bulan. 

Namun, dalam kelas berikutnya, dua kelas telah berhasil menghasilkan 
karya tulis yang cukup baik, bahkan untuk ditampilkan ke kancah nasional 
sebagai karya ilmiah. Bahkan dapat dianggap sebagai sumbangan pemikiran 
mahasiswa untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sumbangan pikiran 
untuk pengelola pemerintahan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. 

Kebiasaan inilah yang kami usahakan bangun di lingkungan pendidikan 
Pascasarjana Universitas Negeri Medan, khususnya Program Studi Antropologi 
Sosial. Kebiasaan itu diharapkan akan membawa universitas ini menjadi salah 
satu universitas yang mahasiswanya mampu menyajikan pemikiran-pemikiran 
ilmiah tidak hanya dalam bentuk artikel di jurnal-jurnal, majalah-majalah 
popular, dan di surat-surat kabar, melainkan juga dalam wujud buku yang 
dipandang lebih langgeng. 
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Dampak Otonomi DAERAH Di INDONESIA 


Dua angkatan telah berhasil menerbitkan karyanya. Diharapkan, angkatan 
berikutnya (angkatan tahun 2012) akan mampu membuat karya ilmiah per 
mahasiswa setebal 30-40 halaman dan akan menjadi buku. Kesempatan ini akan 
diteruskembangkan, apalagi penerbit Yayasan Obor Indonesia di Jakarta sangat 
mendukung dan merespons dengan baik cita-cita ini. 


BAS 
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PENDAHULUAN 


Dampak Otonomi, Korupsi, Peredaran 
Narkotika, Hukuman Mati, dan 
Penggusuran 


Pof. Dr. Bungaran Antonius Simanjuntak 


Buku sebelum ini berjudul Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan 
Indonesia yang terbit pada tahun 2010 oleh penerbit Yayasan Obor Indonesia 
(YOI). Penulis buku terdahulu merupakan mahasiswa yang saat ini (2012) 
sudah hampir tamat S2 Antropologi Sosial. Demikian juga buku yang sekarang 
di tangan pembaca, tulisan para mahasiswa S2 angkatan baru yang mencoba 
memberi jawaban atas konsep dan strategi pelaksanaan otonomi daerah yang 
telah berjalan sejak thn 1999. Buku sebelumnya mengemukakan konsep-konsep 
otonomi daerah dan juga sejarah bentuk dan sistem pemerintahan otonomi 
itu di daerah daerah tertentu, sebelum Negara Indonesia berdiri. Pada buku 
itu, ada yang menulis hubungan kesultanan, kadipaten, perdikan, dan daerah 
mandiri. Jadi, ada korelasi antara pemerintahan feodal yang terbentuk oleh 
sejarah dan sistem pemerintahan kerajaan atau kesultanan dengan keinginan 
berotonomi dalam pemerintahan dengan wujud pemerintahan modern dan 
manajemen modern. 


Dalam buku ini, pokok permasalahan yang ingin dibicarakan oleh para 
penulis adalah “apa dampak pelaksaan otonomi daerah di Indonesia dewasa 
ini”. Menguntungkan atau justru merugikan? Membawa pembaruan kehidupan 
atau tetap saja tidak menimbulkan perubahan apa-apa? Menyenangkan rakyat 
atau justru menyakitkan? Mempersatukan atau justru menimbulkan pertikaian- 
pertikaian? Misalnya, rebut-rebutan perbatasan, rebut-rebutan kota atau desa 
yang terletak di perbatasan dua kabupaten atau lebih yang telah memekarkan 
diri menjadi daerah otonomi baru. Bahkan, terjadi juga sikap tidak mau 


bergabung dengan daerah yang memekarkan diri, karena ibu kota kabupaten 
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baru itu jauh dari tempat tinggal mereka. Sebaliknya, daerah otonomi baru ini 
dengan kabupaten yang bertetangga atau kabupaten induk justru lebih dekat. 
Mereka memilih tetap menjadi bagian induk, atau kabupaten tetangga daripada 
ke kabupaten yang telah mendeklarasikan diri menjadi kabupaten baru. Namun, 
hal ini tidak dizinkan oleh petinggi kabupaten baru, bahkan UU yang telah 
ditetapkan oleh DPR tidak mengizinkannya, sehingga menimbulkan konflik 
antardesa atau tempat tinggal dengan pejabat pemerintah daerah otonomi baru. 


Dengan bertolak dari pembahasan-pembahasan tersebut, buku ini diberi 
judul Dampak Otonomi Daerah di Indonesia. Dampak yang dibicarakan 
mencakup yang positif dan yang negatif. Untuk itu, para penulis mencoba 
memberikan solusi guna mengatasi dampak negatif dan saran guna lebih 


meningkatkan kinerja pada dampak yang positif. 


Seperti diketahui media pers banyak memberitakan ke publik bagaimana 
perkembangan daerah-daerah setelah melaksanakan otonomi daerah. Mereka 
justru lebih banyak menyoroti dampak negatifnya ketimbang dampak 
positifnya. Oleh karena itu, buku ini berusaha memaparkan kedua dampak 
itu secara berimbang. Namun, harap dimaklumi, bahwa para penulis ingin 
menyumbangkan pendidikan kepada para pelaku pemerintahan agar lebih 
bertanggung jawab, lebih berkompetensi, lebih serius, lebih adil, dan lebih 
konseptual dalam menjalankan roda pemerintahan otonomi daerah itu. Kerap 
pendapat penulis itu dilakukan secara tajam dalam bentuk kritik yang sangat 
kritis, bahkan dapat menimbulkan sakit hati pejabat yang membacanya. 
Sesungguhnya para penulis dalam buku ini ingin menularkan pendidikan 
bermutu yang bermental dan bermoral kepada setiap orang yang menjalankan 
roda pemerintahan dalam era otonomi daerah yang dianut negara kita dewasa 
ini. 


Sebagaimana buku terdahulu, para penulis, yang kesemuanya mahasiswa, 
selalu didampingi oleh tulisan guru besar mereka. Dengan demikian, terbangun 
suatu sinergitas antara mahasiswa dengan dosen, atau jalinan pembangunan 
idealisme dosen terhadap mahasiswanya. Lebih jauh, hasilnya, suatu saat 
pewarisan idealisme itu akan dilanjutkan oleh mereka kepada generasi muda 
atau anak didik mereka. Demi kejayaan Indonesia. 


Dari bab 1 sampai bab 6, para penulis banyak menyoroti masalah-masa- 
lah aktual yang dihadapi oleh masayarakat dan aparat pemerintah daerah. Ke- 


rap penulis seperti mengkritik tajam atas kelambanan aparat pemerintah daerah 
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PENDAHULUAN 


dalam mengatasi persoalan. Misalnya, bagaimana pemerintah mencipta 
kebijaksanaan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat, terutama 
masyarakat desa. Kemudian penulis juga mengajukan semacam gugatan atau 
petisi tentang pilkada atau pemilukada. Selain berbiaya besar yang dianggap 
membocorkan pundi-pundi pemerintah daerah, pilkada dan pemilukada juga 
membobol kantong para calon itu sendiri. Bahkan, ada yang menganggap 
sistem pemilihan kepala daerah yang diberlakukan sekarang ini justru sangat 
memberatkan. Pada akhirnya membuat menderita para calon yang kalah, dan 
harus mengembalikan dana yang dipinjamnya. Mungkin perlu diungkap, 
jangan-jangan pemilukada itu justru memiskinkan para calon yang kalah dan 
keluarganya. Yang boleh jadi berdampak pula kepada kerukunan keluarga dan 


persahabatan. 


Seorang penulis justru seperti mengejek pemilukada itu, yakni berkaitan 
erat dengan uang receh. Artinya suara rakyat yang diberikan kepada salah 
seorang calon kepala daerah, dibeli dengan uang recehan. Penulis meminjam 
istilah asing yang terkenal berbunyi Vox Populi, vox Argentum, suara rakyat 
pemilih disamakan dengan suara dering uang receh. Suara ini sangat tajam 
dalam kritikan penulis terhadap sistem pemilukada itu. Dari segi ini, kita patut 
mempertanyakan kepada diri sendiri, apakah sistem ini sudah cocok untuk 
rakyat Indonesia atau karena telah kepincut sistem demikian. Kita pertanyakan, 
apakah sistem pemilukada demikian ini masih tepat untuk dianut seterusnya 
oleh pemerintah dan rakyat Indonesia? Sehubungan dengan pertanyaan 
itu, barangkali perlu pula dilanjutkan dengan saran yang rasional, apakah 
pemerintah Indonesia tidak pelu mencari sistem pemilukada yang lebih efisien, 
hemat, dan tidak menimbulkan gejolak?! Pasalnya, secara tajam ada penulis 
yang menonjolkan dampak yang timbul itu berupa ekspresi keetnikan dalam 
pemekaran selain pengaruh dan perilaku partai politik yang sangat dominan 
dalam proses dan perjuangan pemekaran itu. Hal ini akan menimbulkan 
semacam persaingan negatif di antara partai-partai politik untuk mengambil 
hati rakyat dalam rangka memenangkan pemilu presiden. Ini membuat 


pengotak-ngotakan rakyat daerah. 


Selain itu, kasus keterisolasian daerah, atau desa atau wilayah suku, 
juga merupakan dampak yang dikemukakan penulis. Keterisolasian itu 


1 Misalnya, konflik antargolongan, konflik antarsuku, konflik antaragama, konflik antarpartai, konflik 
antardaerah atau kampung/ desa, dst.nya 
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menimbulkan dampak tertinggal dari daerah lain. Tertinggal dalam kemajuan, 
tertinggal dalam pendidikan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Bahkan, yang 
sering menjadi ironi ialah ketertinggalan suatu wilayah, disebabkan sarana 
angkutan, baik darat maupun laut, apalagi udara. Kondisi ini menyebabkan 
daerah itu justru menjadi incaran negara asing, apalagi negara tetangga seperti 
Malaysia, Brunai Daruslam, Papua Nugini, dan Timor Leste. Tidak tertutup 
kemungkinan akibat keterisolasian dan ketertinggalan itu, penduduk setempat 


menjadi lebih cinta kepada negara tetangga daripada negara sendiri. 


Rupa-rupanya dampak otonomi daerah itu, tidak hanya ke lembaga- 
lembaga seperti yang telah kami kemukakan di atas itu. Ada seorang penulis 
yang justru pusat perhatiannya pada dampak otonomi daerah itu terhadap 
rakyat miskin, rakyat terpinggir yang sering mengalami kekerasan dan 
ketidakpedulian pemerintah daerah dan kota. Biasanya pemerintah kota baik 
besar maupun kecil selalu menghadapi rakyatnya yang berpencaharian rendah, 
misalnya, pedagang kaki lima. Seperti dialami selama ini, pihak pemerintah 
kota, umpamanya, Medan, Jakarta, dan Solo selalu mempunyai pedagang yang 
mencari kehidupan dari Frotoir atau terkenal dengan sebutan kaki lima. Kaki 
meja pedagang itu ada empat, ditambah kaki pedagang itu menjadi seperti lima- 
lah kaki meja itu. Di kaki lima itu mereka menjajakan barang dagangannya 
yang biasanya sangat sederhana untuk konsumsi penduduk perkotaan yang 
miskin atau kelas bawah/rendah. 


Namun, yang ramai menjadi perbicangan dalam kancah publik, terutama 
melalui media elektronik maupun media cetak dan on /rne adalah korupsi yang 
sangat menggila. Statistik koruptor yang tertangkap dan menjadi terhukum 
sungguh fantastis. Tidak hanya pegawai negeri sipil golongan rendah yang jadi 
terhukum, melainkan justru yang sangat menonjol adalah kepala daerah atau 
pemimpin daerah otonom, bahkan pemerintah pusat. Tak jarang juga korupsi 
itu justru menjerat pejabat tinggi', perwira tinggi, terutama kepolisian. Sangat 
terkenal dan santer dalam berita media tahun 2010-2011 adanya rekening 
gendut para jenderal di kepolisian?, para jaksa dan hakim" dalam kaitan mafia 
perdagangan hukum. Bahkan, hingga buku ini dikonsep untuk diterbitkan. 


2 KPK bidik penyandang dana Miranda Goeltom, untuk memenangkannya menjadi Deputi Gubernur 
Senior Bank Indonesia tahun 2004 (SIB, 28 Januari 2012) 

3 Berita eksklusif Tempo, tgl 4 Juli 2010, halaman 23, 26-33 dan buku Kratos minus Demos, Demokrasi 
Indonesia Catatan dari Bawah, Bakumsu-Obor, Jakarta 2012. 

4 Pernyataan Ketua MA Harifin Tumpa, mengusut kekayaan hakim yang tidak wajar (SIB, 28 Januari 2012) 


XVI 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PENDAHULUAN 


ulasan media massa juga masih tetap mempertanyakan rekening gendut 
para jenderal itu dan adanya anjuran menyita harta kekayaan koruptor yang 
dikumandangkan oleh direktur pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah 
Mada Yogjakarta, S Zainal Arifin Mochtar”. 


Bab terakhir buku ini akan khusus menyoroti korupsi yang merajalela di 
Indonesia setelah pemberlakuan otonomi daerah sebagai sistem ketatanegaraan 
di negara ini. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat berbagi kuasa. Namun, 
masih ada kaveling-kaveling kekuasaan yang masih dipertahankan pemerintah 
pusat dan tidak diserahkan kepada daerah. Tentunya hal ini menyebabkan 
terjadinya semacam keributan antara pemerintah daerah dengan pemerintah 
pusat. Dalam kasus pemerintah daerah Sumatera Utara dengan pemerintah 
pusat, terutama dalam soal perkebunan, tampaknya keuntungan dari hasil 
ekspor perkebunan itu hanya dimonopoli oleh pemerintah pusat. Daerah 
Sumatera Utara tidak kebagian satu sen pun dari hasil perkebunan yang 
tersebar luas di Sumatera Utara. Akhirnya DPRD Sumut, para ulama, dan 
IPHI Labusel meminta Plt Gubernur menggugat ketetapan pemerintah dan 
perilaku pemerintah pusat itu ke Mahkamah Konstitusi untuk mengubah 


UU No.33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 
daerah. 


Selain menyoroti kasus korupsi yang sudah menggurita secara interkorelasi 
maupun monorelasi (jaringan antarpusat daerah, maupun jaringan antartingkat 
pusat saja, maupun antarjaringan tingkat daerah) penulis bab ini juga menuliskan 
konsepsi perkembangan dan cara pemberantasan mafia jaringan peredaran dan 
produksi narkotika. BNN dan pihak kepolisian telah melakukan penangkapan 
dan penyitaan bahan dasar pembuatan obat-obat terlarang semacam ekstasi, 
mariyuana, ganja, dan sejenisnya. Indonesia bukan lagi hanya sebagai tempat 
pemasaran dan jalur transit obat-obatan terlarang tersebut, melainkan sudah 
menjadi produsen dan pemasar kebutuhan dunia atau minimal regional Asia 
hingga ke Australia. Beberapa tahun yang lalu, Indonesia adalah wilayah jalur 
lalu lintas narkoba, kini kedudukannya sudah menjadi produsen. Kepolisian 
sudah banyak berhasil mengungkap pabrik-pabrik pembuatan obat-obat 
terlarang itu. Ironisnya, pabrik-pabrik itu justru berdiri di tempat-tempat yang 
mungkin tidak diduga warga biasa, yakni di kompleks-kompleks perumahan. 


5 Kompas, Rabu 7 April 2010, hlm 1 
6 SIB, 25 Augustus 2012. DPRD, Ulama, Ketua IPHI Labusel desak Plt Gubsu gugat ke MK:, Agar Kab/ 
Kota turut nikmati Ratusan Triliun Devisa Ekspor Perkebunan. 
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Di Medan penggerebekan sudah pernah dilakukan pihak kepolisian, di Jakarta 
dan Banten, juga sudah dibongkar. Pertanyaan kita yang sangat krusial ialah, 
hingga kini kita belum mendengar secara terbuka tindakan yang dilakukan 
oleh aparat penegak hukum. Bagaimana hukuman yang dijatuhkan kepada 
para penjahat kemanusiaan itu? Berapa yang sudah diadili? Berapa hukuman 
yang dijatuhkan pihak hakim kepada para penjahat itu? Malah suatu yang 
sangat ironis adalah sudah cukup banyak yang dihukum mati dan grasinya 
sudah ditolak oleh Presiden RI. Tapi, hingga kini kita belum begitu sering 
dan gamblang terdengar dan terlihat pelaksanaan hukuman mati itu. Warga 
asing yang kebanyakan dijatuhi hukuman mati, belum terdengar eksekusinya. 
Malah sebaliknya kita mendengar dan membaca di media pers, bahkan para 
terpidana mati itu masih melakukan jaringan perdagangan internasional dari 


dalam penjara, melalui kurir, melalui telefon genggam, dll. 


Timbul pertanyaan atas “dipeliharanya” para terhukum mati itu, apakah 
memang disengaja tidak dieksekusi mati karena kepentingan para pejabat di 
penjara? Apakah mereka menjadi mesin “ATM” untuk menghasilkan uang dan 
kekayaan aparat? Kita tahu, bila sudah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan, 
dan permohonan grasinya kepada presiden sudah ditolak, seharusnya segeralah 
dieksekusi. Hukuman mati itu segera dilaksanakan, sebelum yang bersangkutan 
melarikan diri dari penjara atau membangun kader jaringan baru melalui 
rumah tahanan. Penulis menganjurkan agar para penegak hukum, terutama 
kehakiman dan kejaksaan jangan membiarkan rumah tahanan itu menjadi 
“rumah pengaderan” penjahat narkoba baru yang akan memperluas masalah 


kejahatan kemanusiaan di Indonesia, bahkan di dunia. 


Kedua masalah ini, yakni kasus korupsi dan kasus narkoba menjadi 
sorotan utama bab 6. Semoga dengan dipaparkannya pendapat tentang kedua 
fenomena ini, terungkap dan terjawablah dua dampak yang juga dihadapi oleh 
sistem pemerintahan otonomi daerah yang dianut oleh negara dan bangsa kita 


dewasa ini. 


Untuk melihat akar dari pemerintahan daerah yang kita anut dewasa ini, 
penulis bermaksud juga membuat pemikiran yang patut dianalisis lebih lanjut 
oleh para pemikir ahli dan juga para mahasiswa Indonesia (termasuk mahasiswa 
Unimed) tentang hubungan pengaruh antara sistem pemerintahan warisan 
tradisional dan pemerintahan modern. Seperti diketahui, pemerintahan yang 


7 Satu atau dua tahun saja, yang efek jeranya tidak ada. 
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sifatnya otonomi adalah juga termasuk yang dianut oleh pemerintahan yang 
sifatnya modern. Dalam kaitan ini, penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan 
pemerintahan menyangkut kekuasaan selalu berhubungan dengan kelompok 
penguasa. Siapa yang menjadi penguasa di suatu daerah, apakah kolektif atau 
individual bergantung pada sistem pemerintahan dan sistem kekuasaan yang 
dianut. Gaetano Mosca, seorang penulis ilmu politik, asal Sicilian, kelahiran 
Palermo Italia, tahun 1858 sudah menganalisis sistem kekuasaan di dalam 
bukunya Teorica dei Governi Parlamentare (1884), yang menjadi tulisan inti 
di dalam bukunya Elementi di Scienza Politica, dan kemudian diterjemahkan 
menjadi The Ruling Class, pada thn 1939. Gaetano Mosca menulis secara 
korelatif dan komprehensif tentang penguasa, dalam hal ini, peran kelas penguasa. 
Beliau memaparkan soal kaitan antara feodalisme dengan pemerintahan, juga 
hubungan antara penguasa dengan tipe-tipe sosial, dengan revolusi, dengan 
sistem parlementer, dan tipe-tipe organisasi politik. Bahkan, menulis juga secara 
teoretis membahas hubungan antara kelas penguasa dengan individualisme. Di 
samping itu, dipaparkan pula kaitan antara representativeness penguasa dengan 
masa depan pemerintahan. Hubungan itu tentunya menyangkut keterwakilan 
kelompok-kelompok sosial yang disebutnya sebagai “kelas sosial”. Sementara 
itu, kita menyebutnya perwakilan demokratis di parlemen, yang dewasa ini kita 


kenal dengan partai politik, perwakilan daerah dengan nama DPD, kemudian 
MPR. Sistem DPR ini di daerah dinamakan DPRD. 


Sesuai dengan tujuan buku ini, kita hendak menggali apa saja 
sebenarnya dampak yang timbul dari sistem pemerintahan yang bersifat 
otonomi, baik dampak positif maupun dampak yang negatif. Dikaitkan 
dengan teori Gaetano Mosca, The Ruling Class, sebenarnya masih 
dibutuhkan penelitian yang lebih dalam sesuai dengan anasir yang kami 
kemukakan di atas, yang dilansir oleh orang Palermo asal Italia, seorang 


ilmuwan politik pertengahan abad XIX. 


8  Gaetano Mosca. 1939. The Ruling Class, Elementi di Scienza Politica. New York: McGraw-Hill, Book 
Company, Inc. 
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KONFLIK PERTANAHAN, KORUPSI, 
NARKOBA, HUKUMAN MATI, DAN 
PENGGUSURAN 


Bungaran Antonius Simanjuntak! 


Pertanyaan Utama 


1. 


Mengapa korupsi, yang dilakukan para pejabat pemerintah, semakin 
merajalela di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah? Apakah yang 
menyebabkan, menyuburkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan 
perilaku korupsi itu? 


. Mengapa kejahatan narkoba semakin berkembang, semakin sistematis, dan 


semakin melibatkan banyak pejabat dan rakyat Indonesia. Apakah karena 
jiwa kemanusiaan sudah semakin menipis? Apakah telah terjadi pergeseran 
pandangan ideologis negara kita dari Pancasila? Apakah demokrasi Indonesia 
bukan lagi demokrasi Pancasila yang “bhinneka tunggal ika”? Apakah kita 
sudah bergeser ke demokrasi liberal ataukah sudah dikembangkan demokrasi 


liberal yang berjiwa kapitalis individual? 


. Mengapa penegakan hukum tampaknya semakin runyam? Mengapa aparat 


hukum Indonesia semakin merosot citranya di Indonesia? Sejauh mana 
degradasi moral para pejabat dan penegak hukum di Indonesia? Pejabat usia 
muda diharapkan dapat menyelamatkan moral, tetapi justru pejabat muda 
itu yang terbanyak terlibat dalam korupsi, narkoba, dan mafia hukum serta 


peradilan. 


Penulis adalah Guru Besar (Emeritus) Sosiologi dan Antropologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Pascasarjana 
Antropologi Sosial, Universitas Negeri Medan. 
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4. Mengapa hak-hak rakyat semakin dikikis oleh negara dari kepemilikan 
tanahnya? Sudah jelas tanah itu adalah warisan rakyat dari nenek moyangnya.? 
Bukankah warisan tanah leluhur itu sudah ratusan, bahkan ribuan tahun 
umurnya? Warisan itu jauh lebih tua daripada Negara Republik Indonesia, 
dari Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, Kutai Kertanegara, dll. Juga 
jauh lebih tua daripada usia penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia. 
Namun, mengapa Kementerian Kehutanan, Pertanian, dan Badan 
Pertanahan, seenaknya saja mengatakan bahwa tanah yang telah digarap 
rakyat sebagai warisan dari leluhurnya bukan tanah mereka, melainkan tanah 
negara. Alasannya, rakyat tidak memiliki bukti tertulis kepemilikan yang 
dikeluarkan negara. Kementerian Negara itu seenak udelnya mengatakan 
bahwa tanah itu adalah tanah negara ', hutan negara, atau hutan lindung. 
Seenak udelnya lagi Kementerian Kehutanan itu memberikan hak konsesi 
kepada perusahaan swasta sebagai Hak Penguasaan Hutan, Hutan Tanaman 
Industri (HTI) dengan selembar kertas yang tidak bernilai. Namun, nilai 
kekuatan sehelai surat itu jauh melebihi nilai sekomunitas manusia 
turun-temurun." Menjadi pertanyaan krusial, mengapa Kementerian bisa 
seenaknya memberi hak penggunaan hutan itu kepada perusahaan swasta 
yang nota bene baru kemarin didirikan? 


Pengantar 


Tulisan ini berupa rangkuman dampak langsung dan tidak langsung sistem 
pemerintahan otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia dewasa ini. 
Masalah konflik sosial pertanahan, korupsi, penggusuran, narkoba, dan 
hukuman mati di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak penjajahan Belanda. 
Namun, tampaknya ada kecenderungan semakin berkembang fenomena itu, 
bahkan semakin terorganisasi, tersistem, dan semakin meluas dalam bentuk 
jaringan nasional, regional, dan internasional. Sebagai contoh, pada awalnya 
korupsi diketahui adalah tindakan kejahatan pribadi yang dilakukan perorangan 
dalam rangka memperkaya diri sendiri secara tidak halal dan bahkan melanggar 


hukum negara dan perikemanusiaan. Tendensi merampok uang orang lain dan 


2 Seperti tanah tombak/hutan haminjon (kemenyan) di Pandumaan, Sipituhuta di Kecamatan Pollung, 
Kab.Humbahas, tanah bekas perhutanan Napa di Siparendean Kecamatan .Sipahutar Kab Tapanuli 
Utara. 

3 Memang tanah dan laut nusantara adalah di bawah kekuasaan negara, tetapi yang memiliki adalah 
rakyat yang menempatinya atau pernah menempatinya. 

4 Melebihi nilai jiwa manusia, satu ompu, satu marga di tanah Batak. 
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bahkan uang negara yang nota bene adalah uang rakyat untuk memakmurkan 
rakyat, bangsa, dan negara. Perilaku jahat yang tadinya hanya dilakukan 
perseorangan, semakin lama berkembang, menggurita menjadi bentuk jaringan 


orang-orang, yang dewasa ini sering dinamakan mafia.” 


Selain Korupsi yang sudah menggurita di dalam lembaga pemerintahan 
dan lembaga-lembaga non-negaraf, seperti yang kami sebut di atas, kejahatan 
yang berkembang dewasa ini adalah kejahatan pemroduksian', pemasaran, dan 
pemakaian obat-obatan terlarang, narkoba. Dalam proses produksi, tentunya 
terlibat pemodal dan para ahli peracikan serta penelitian proses produksi yang 
semakin canggih, efisien, dan efektif. Namun, dampaknya tentunya semakin 
memperbesar keuntungan pemilik industri, pemasok induk, pengedar, dan 
penjual eceran. baik dalam skala global, regional, dan nasional. Keuntungan 
mereka yang melimpah ruah itu adalah hasil pembunuhan yang semakin 
melimpah ruah juga, yang mati karena mengonsumsi racun narkoba yang 
bersifat “nikmat sejenak” tapi semakin lama semakin menjadi racun pencabut 
nyawa. Sungguh kejam dan ironis: di satu pihak ada yang menikmati kekayaan 
dan dan kemewahan, sementara di sisi lain pengguna memanen penderitaan 
sampai kepada kematian. Suatu keadaan yang tidak manusiawi dan bertentangan 
dengan sila “kemanusiaan yang adil dan beradab” dalam Pancasila. 


Yang sangat menyakitkan hati, ada orang-orang yang seolah mendukung 
hak hidup produsen narkoba yang telah mendirikan dan memproduksi 
narkoba dalam jutaan kilogram, seperti Hengky Gunawan di Surabaya. 
Todung Mulia Lubis SH, salah satu pengacara senior Indonesia, dalam satu 
pertemuan mengatakan “ .....pada yang menolak diterapkannya hukuman 
mati di Indonesia, khusus dalam kasus narkoba, bukan berarti pihak tersebut 
mendukung peredaran narkoba.” Todung menyebut hal itu dilakukan atas 


dasar kemanusiaan. Lebih jauh, ia menyatakan, “Lagi pula konstitusi dan 
J y gl P 


5 Mafia adalah nama kelompok penjahat yang menguasai sistem pemerintahan, perdagangan, dan 
kejahatan seperti gangster di Italia. Kelompok ini sering juga dinamakan Mafioso. Terdapat banyak 
Mafioso di kota-kota Italia, yang bahkan memengaruhi roda pemerintahan negara. Kecenderungan ini 
tampaknya sudah juga ada di Indonesia. 

6 Bahkan, bukan tidak mungkin sudah menyusup ke lembaga-lembaga keagamaan, kepartaian, organisasi 
sosial, dsb, terutama menyangkut bantuan kemanusiaan dari negara asing, seperti dana bantuan tsunami 
kepada rakyat Aceh dan Nias tahun 2004. Setahu kami, bantuan itu juga diterima lembaga agama, 
misalnya, gereja saya HKBP yang saat itu dipimpin oleh Ephorus HKBP Pdt Dr Bonar Napitupulu dan 
Sekjen Pdt Ramlan Hutahaean (periode kepemimpinan 2004-2012) 

7 Seperti tiga hari yang lalu polisi di Medan dan Tanjungbaklai telah menangkap gembong peredaran 
narkoba internasional, pelaku produksi, pengedar ekstasi dan sabu yang melibatkan gembong narkoba 
asal Malaysia dan pemasok di Medan. Seorang tewas ditembak karena berusaha melarikan diri dan 
merampas senjata petugas. 
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konvensi internasional tentang HAM menegaskan bahwa hak hidup bagi setiap 
orang tidak dapat dikurangi...” Dari pernyataan Todung ini, tampaknya dia 
lebih membela pembunuh rakyat Indonesia bernama Hengky Gunawan di 
Surabaya dan warga Australia Hillary K Chimezie daripada kehidupan 
rakyat Indonesia. Pertanyaannya, mengapa banyak rakyat Indonesia yang 
menjadi korban? Di mana akar masalahnya? Akar masalah utamanya ialah ada 
orang yang memproduksi narkoba itu, ada yang memasarkan demi keuntungan. 
Akibatnya, rakyat tergoda untuk mengisap narkoba itu dan semakin lama 
mereka akan semakin ketagihan sampai akhirnya mati sia-sia. Siapakah yang 
bersalah? Undang-undangkah? Polisi? Hakim? Bukan, sekali lagi bukan. Yang 
sangat bersalah dan yang menjadi penjahat awalnya adalah produsen yang 
memroduksi narkoba dan sejenisnya itu. Saya tidak setuju apa pun alasan 
kemanusiaan dan konvensi internasional, sebagaimana yang dikemukakan 
oleh Todung Mulia Lubis itu. Saya sarankan agar beliau membaca hukum 
yang tertulis di dalam kitab-kitab suci, bahwa kalau tangan yang melakukan 
kejahatan, misalnya, mencuri, tangan itu harus dipotong, kalau dia membunuh 
orang, hukumannya adalah hukuman mati dengan dirajam atau dilempari baru 
hingga mati. Hukum Batak pun mengatakan, mata abul ni mata, hosa abul ni 
hosa. Artinya, mata bayar mata, nyawa bayarnya nyawa. Ini hukuman yang 


bukan diciptakan manusia, melainkan tertera dalam firman Tuhan.” 


Dalam kaitan “gerakan globalisasi narkoba”, siapa pun tentunya akan 
berkepentingan terhadap negara-negara yang menjadi wilayah pemasaran. 
Tentunya negara yang menjadi sasaran kejahatan itu akan melakukan perlawanan 
untuk memerangi gerakan pemasaran narkoba itu. Tidak sedikit para bandar- 
bandar internasional dan nasional yang sudah ditangkap di Indonesia. Bahkan, 
mereka sudah ada yang divonis hukum mati oleh pengadilan dan sudah 
berkekuatan hukum karena permohonan grasinya sudah ditolak oleh presiden 
walau minggu ini presiden dianggap sangat “royal” memberikan grasi kepada 


penjahat kemanusiaan itu". 


8 Sinar Indonesia Baru, Medan, Selasa 23 Oktober 2012, hl 14 

9 Saya harap setiap orang jangan melupakan hukum Tuhan dalam kitab-kitab suci, terutama agama Kristen 
dan Islam dan jangan hanya MENDEWAKAN KUHAP yang ciptaan manusia itu. 

10 Gerakan peredaran nakoba itu seharusnya diteliti secara cermat. Jalur-jalur masuk keluarnya, modus 
pengirimannya, model perekrutan jaringannya, sistem pemasaran, kalangan kelas pengedarnya, dan 
sasaran pemasaran yang dikembangkan (sampai kini sudah merambah kepada anak-anak di kota dan 
mungkin sudah sampai ke desa-desa). 

11 Rakernas partai PDIP minggu lalu di Surabaya mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 
tidak gampang dan royal memberi grasi pembebasan hukuman mati kepada dua orang gembong narkoba 
internasional asal Nigeria dan seorang pemilik pabrik narkoba di Surabaya. 
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Yang menjadi tanda tanya besar ialah mengapa pelaksanaan hukuman 
mati itu sangat lama dilakukan? Bahkan, hingga bertahun-tahun, si terhukum 
belum dihukum mati, masih terus ditahan di penjara (lapas). Dan tidak 
sedikit yang ketahuan, terutama belakangan ini, para penjahat itu masih 
melakukan bisnis narkoba jaringan internasional dan nasional itu dari dalam 
penjara-penjara. Dengan mudahnya mereka berkomunikasi kepada para 
jaringan mafianya, untuk memberikan instruksi pengimporan, pemroduksian, 
pemasaran, dll. Pertanyaan kita, sebagai rakyat Indonesia, mengapa hal itu bisa 
terjadi? Tak kurang dari seorang Denny Indrayana, wakil menteri hukum dan 
HAM, selalu menemukan alat-alat komunikasi"? di dalam sel-sel penjara, ketika 
beliau melakukan “sidak”. Yang sangat mengherankan, mengapa para petugas 
penjara atau lapas, dapat kecolongan? Apakah kecolongan atau “policy” terbuka 
petugas lapas untuk dicolong secara terbuka dan sengaja oleh para penjahat 
itu? Pertanyaan secara lebih ekstrem ialah, apakah pemeliharaan terpidana 
mati itu ada hubungannya dengan keuntungan yang besar bagi individu- 
individu pejabat hukum tertentu, atau petugas penjaga terpidana itu? Semakin 
beralasan dugaan bahwa penundaan pelaksanaan hukuman mati itu tampaknya 
ada kaitannya dengan “ATM” para pejabat hukuman mati. Buktinya, penjahat 
yang sudah divonis mati itu malah masih bebas melakukan bisnisnya dari balik 
terali besi? Ini menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum di Indonesia, 
terutama dalam kajahatan kemanusiaan narkoba. 


Sementara itu, alasan pembatalan hukuman mati, yang telah dikukuhkan 
Mahkamah Agung, yakni menjadi hukuman seumur hidup, bahkan menjadi 
hukuman 20 tahun, tampak janggal, yakni ihwal hak asasi manusia si 
terpidana. Akan tetapi, kita lupa, terutama presiden lupa bahwa si terpidana 
mati itu itu telah menghabisi hak asasi manusia korbannya untuk dapat hidup. 
Tampaknya hak asasi para korban seorang terpidana mati kasus narkoba, 
tidak dipertimbangkan. Sebaliknya, pemerintah dalam hal ini Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) lebih menghargai hak asasi satu orang pembunuh 
sadis sebagai pemroduski, bandar, dan pengedar narkoba itu, daripada hak 
asasi sekian ribu korban produsen dan atau bandar narkoba. Bung SBY dan 
bung pembela hak asasi manusia, apakah Anda lebih menghargai nyawa satu 
orang penjahat narkota daripada seribu nyawa para korban narkoba itu? 


12 Berupa HP, komputer untuk berinternet, Ipad, dll. 
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